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SALINAN 
 

 
 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   37  TAHUN 2011 
TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK PENINGKATAN MUTU 

PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH 
PERTAMA LUAR BIASA (SMP/SMPLB) 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa sesuaipasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri Teknis memiliki 
kewenangan untuk menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 
Alokasi Khusus berdasar Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi 
Khusus yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 

b. bahwa berdasar Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 
untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar 
Biasa (SMP/SMPLB), Standar dan Spesifikasi Teknis yang terkait 
dengan peningkatan mutu pendidikan diatur kemudian dalam 
peraturan menteri secara tersendiri; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Untuk 
Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah Menengah 
Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB); 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 1408, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4864); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara; 

18. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Kabinet Indonesia Bersatu II; 

19. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Tahun 2011; 

20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 
tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah 
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah 
Menengah Atas/Madrasah aliyah(SMA/MA); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2010; 

24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan 
Nasional; 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang 
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun 
Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 42/PMK.07/2011; 

26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 33 Tahun 2011 tentang: 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang 
Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk Sekolah Menengah 
Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB); 

 
MEMUTUSKAN 

 
MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI 
KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 
2011 UNTUK PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH 
PERTAMA LUAR BIASA (SMP/SMPLB). 
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    Pasal 1  
Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMP/SMPLB melalui DAK Tahun Anggaran 2011 
adalah untuk pengadaan:  
a. Alat laboratorium IPA; 
b. Alat laboratorium Bahasa; 
c. Peralatan Matematika; 
d. Peralatan IPS; 
e. Peralatan Kesenian; 
f. Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; 
g. Buku Perpustakaan; dan 
h. Sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interaktif. 

 
Pasal 2 

Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini. 
 

Pasal 3 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini 
dengan penempatannya ke dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 
Ditetapkan di Jakarta 

  pada tanggal  23 Agustus 2011                               
       MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
  REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
MOHAMMAD NUH 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal  23 Agustus 2011 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
PATRIALIS AKBAR 

 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 522 
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